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Abstrak   

Ekonomi digital berkembang pesat dan perannya semakin meningkat dalam pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Salah satu alat fiskal pertumbuhan ekonomi tentu saja adalah pajak. 

Salah satu hambatan pemungutan pajak adalah penggelapan pajak. Dalam Penelitian ini 

peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari 

data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan 

bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Penggelapan pajak 

menjadi perhatian banyak otoritas pajak, termasuk Indonesia. Namun, memajaki ekonomi 

digital ini menghadirkan tantangan karena tidak ada batas negara dalam proses bisnisnya. 

Pengusaha dalam ekonomi digital seringkali berlokasi di luar Indonesia. Sementara itu, 

pajak penghasilan hanya dapat dipungut atas seorang kena pajak melalui konsep bentuk 

usaha tetap. Penetapan bentuk usaha tetap biasanya dimasukkan dalam perjanjian 

penghindaran pajak berganda berdasarkan keberadaan fisik yang bersifat opsional dalam 

praktik ekonomi digital. Kehadiran fisik sendiri sudah menjadi isu karena ekonomi digital 

tidak membutuhkan kehadiran fisik di negara lain. 

 

Kata kunci: Pajak ekonomi digital, Metode Literatur 

  

PENDAHULUAN 

Menjamurnya Startup di Indonesia akhir-akhir ini memberi tanda bahwa mulai beralihnya 

model bisnis menuju ke arah digital yang berfokus pada penggunaan teknologi. Rontoknya 

bisnis perusahaan retail multinasional di Indonesia seperti 7 Eleven, Lotus, dan 

Debenhams juga menunjukkan bahwa konsep bisnis tradisonal sudah mulai beralih ke 

konsep digital  (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Digitalisasi ekonomi ini memberi 

dampak makro salah satunya pada daya beli masyarakat yang menurun karena perputaran 

ekonomi telah beralih ke Ekonomi Digital seperti belanja online, pembelian produk/jasa 

digital, dan lain sebagainya   (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri & Ghazali, 2021). Hal 

yang patut diwaspadai bagi semua pihak bahwa kecenderungan masyarakat khususnya 

generasi millenial untuk menggunakan gadget dalam membelanjakan uangnya memberikan 

tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur regulasi khususnya di sektor 

perpajakan (Putri, 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

membuat judul “Pajak Ekonomi Digital Di Indonesia” (ANGGARINI & PERMATASARI, 

2020) (Lina & Permatasari, 2020). 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Ekonomi Digital 

Ekonomi Digital sendiri dalam OECD BEPS Addressing the Tax Challenges of the Digital 

Economy, Action 1 : 2015 Final Report didefinisikan sebagai “the result of a 

transformative process brought by information and communication technology (ICT), 

which has made technologies cheaper, more powerful, and widely standardised, improving 

business processes and bolstering innovation across all sectors of the economy". Pesatnya 

pertumbuhan Ekonomi Digital ini mampu mempenetrasi perekonomian dunia dari sector 

retail, transportasi (transportasi online), edukasi (online course), kesehatan, interaksi 

sosial,hingga hubungan antar individu (social media). PBB dalam Handbook tentang 

Protecting the Tax base of Developing Countries menjelaskan bahwa perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan permasalahan yang berkaitan 

dengan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS) (LIA FEBRIA LINA, 2019). 

Menurut handbook PBB, Ekonomi Digital dikarakteristikkan sebagai "An unparalleled 

reliance on intangible assets, massive use of data (notably personal data), widespread 

adoption of multisided business models capturing value from externalities generated by 

free products, and the difficulty of determining the jurisdiction in which value-creation 

activity occurs" (Permatasari, n.d.) (Defia Riski Anggarini, 2020). Hal ini menunjukkan 

betapa besarnya ancaman ekonomi digital pada sektor perpajakan bagi sebuah negara, 

kesigapan pemerintah dalam merespon perkembangan ini sangat diperlukan untuk 

meminimalkan potensi hilangnya basis pajak. Potensi Indonesia dengan penduduk 

mencapai 250 juta jiwa dan nilai PDB terbesar di Asia Tenggara menjadi salah satu daya 

tarik bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia khususnya bagi 

perusahaan rintisan berbasis digital atau Startup  (Permatasari & Anggarini, 2020). 

Buktinya hingga saat ini Indonesia telah memiliki 4 startup dengan status "Unicorn" 

(valuasi lebih dari US$1 Miliar) di mana perusahaan-perusahaan tersebut belum genap 

berumur 10 tahun. Perkembangan yang pesat dari perusahaan Startup tersebut didukung 

oleh adanya bonus demografi dan infrastruktur komunikasi yang memadai di Indonesia 

(Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021). 
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Tantangan Perpajakan dari Ekonomi Digital  

Laporan OECD BEPS Action 1 membahas beberapa isu dan permasalahan dalam Ekonomi 

Digital namun secara garis besar isu tersebut dibagi menjadi dua bagian utama yaitu direct 

tax (Pajak Penghasilan) dan indirect tax (Pajak Pertambahan Nilai) (Anggarini, 2021). Isu 

tersebut antara lain mengenai adanya upaya perusahaan multinasional untuk memiliki 

kehadiran digital (digital presence) yang signifikan dalam perekonomian suatu negara 

tanpa harus dikenakan pajak (Ameraldo & Ghazali, 2021)(Ameraldo et al., 2019). adanya 

atribusi nilai (baik laba maupun biaya) yang dibuat dari adanya data lokasi pemasaran yang 

relevan melalui penggunaan produk dan jasa digital, karakterisasi dari pendapatan yang 

berasal dari adanya model bisnis baru serta aplikasi dari asas sumber dan bagaimana cara 

untuk memastikan pemungutan PPN yang efektif sehubungan dengan transaksi cross-

border atas barang dan jasa digital (Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). 

Skema Base Erosion and Profit Shifting yang dilakukan oleh perusahaan multinasional 

saat ini dalam konteks direct taxation (Pajak Penghasilan) menurut OECD BEPS Action 1 

terdiri dari empat elemen, yaitu : 

1. Meminimalisasi pajak di negara pasar dengan menghindari taxable presence. Dalam hal 

ini dilakukan baik dengan menggeser gross profit (profit shifting) atau mengurangi laba 

bersih dengan memaksimalkan pengurangan laba pada tingkat pemberi penghasilan 

(Octavia et al., 2020) (Fitranita & Wijayanti, 2020)  .  

2. Pengenaan withholding tax yang rendah atau tidak sama sekali di negara sumber 

(Khamisah et al., 2020).  

3. Pengenaan pajak yang rendah atau tidak sama sekali pada tingkat penerima penghasilan 

melalui klaim pada pendapatan non-rutin substansial yang seringkali dibentuk melalui 

skema intra grup (Nani & Lina, 2022)  (Nani & Ali, 2020). 

 4. Tidak adanya pemajakan kini (current taxation) dari keuntungan perusahaan atas tarif 

pajak yang rendah di tingkat ultimate parent company  (Rahmawati & Nani, 2021).  

Dari elemen-elemen di atas dapat kita pahami bahwa skema penghindaran yang dilakukan 

melibatkan tiga hal penting yaitu status Bentuk Usaha Tetap (BUT), adanya Controlled 

Foreign Company (CFC) dan transaksi transfer pricing Berbagai model bisnis baru di 
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perekonomian digital dan lambatnya respon pemerintah atas perubahan ini memberi celah 

perusahaan yang aktif dalam Ekonomi Digital untuk melakukan penghindaran status BUT, 

pembentukan perusahaan cangkang (CFC) di negara yang memiliki aturan lemah atas CFC 

dan upaya transfer pricing menggunakan intangibles goods (termasuk hard-to-value 

intangibles). Selanjutnya jika kita melihat sisi indirect tax (Pajak Pertambahan Nilai), 

Ekonomi Digital memberikan tantangan dalam pemungutan PPN di mana impor barang, 

pemanfaatan jasa, dan intangibles yang diperoleh konsumen akhir dari supplier luar negeri 

Di Indonesia sendiri PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle), oleh 

karena itu pesatnya Ekonomi Digital makin memperbesar hilangnya potensi (potential 

lossses) penerimaan negara karena penggunaan teknologi dalam setiap penyerahan maupun 

pemanfaatan barang/jasa khususnya pada transaksi cross-border (Sari, 2014) (Novita & 

Husna, 2020). Pemungutan PPN yang tidak berjalan atas transaksi cross-border tersebut 

akan meningkatkan risiko persaingan usaha yang tidak sehat terhadap domestic retailer 

yang diwajibkan memungut PPN atas penjualan kepada konsumen akhir (Novita et al., 

2020)  (Pratama et al., 2022). Hal ini tentu memberikan ketidakadilan bagi wajib pajak 

khususnya Pengusaha Kena Pajak yang menjual produknya lebih mahal akibat PPN 

dibandingkan supplier luar negeri yang mampu menjual produknya bebas dari pengenaan 

PPN (Fadly & Wantoro, 2019)  . 

METODE  

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, 

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan 

data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. 

Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet 

(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik . 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kebijakan Dalam Mengatasi Tantangan Perpajakan ekonomi Digital  

Adapun rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam menjawab tantangan atas konsepsi 

BUT dan transaksi cross-border di era ekonomi digital ini dirangkum dalam tiga hal. 

Pertama, dilakukannya rekonstruksi BUT dengan memperluas definisi BUT yang saat ini 

masih menitikberatkan pada physical presence.. Pendefinisian BUT saat ini terbilang 

masih sangat bias dan kurang relevan dalam konsep ekonomi digital. Hal ini dapat 

dilakukan dengan merumuskan peraturan dibawah UU PPh untuk mengatur lebih lanjut 

Pasal 5 UU PPh terkhusus tentang konsep BUT secara lebih lanjut yang mengacu pada 

konsep Significant Economic Presence dan Virtual Permanent Establishment secara 

jelas.Selain itu penguatan regulasi domestik menjadi isu yang tak kalah strategis. 

Penegasan peraturan khususnya PMK No. 35 Tahun 2019 yang berkaitan dengan BUT 

harus dikawal dengan baik. Pemanfaatan PMK No. 35 Tahun 2019 dapat menjadi jalan 

bagi otoritas perpajakan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan perluasan 

definisi BUT dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas hukum yang telah diatur 

dan ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, adapun langkah yang perlu diambil pemerintah 

berkaitan dengan transaksi cross-border salah satunya adalah melalui suatu pungutan pajak 

baru (equalization levy) yang disesuaikan dengan ekosistem pemajakan di Indonesia 

(Larasati Ahluwalia, 2020)  (Lina & Ahluwalia, 2021). Jika melihat keberhasilan 

equalization levy oleh India, tentunya pemerintah harus merespon cepat perumusan 

kebijakan ini (Anggarini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). Meskipun nantinya 

pungutan baru akan menghilangkan sifat netralitas pajak, untuk meminimalisir hal tersebut 

pemerintah dapat melakukan benchmarking dan mencontoh negara-negara tersebut 

kaitannya dalam menciptakan kebijakan yang menguntungkan namun tetap pada asas 

perpajakan yang sesuai (Fauzi et al., 2020). Ketiga, sebagai langkah awal dalam 

optimalisasi pajak atas transaksi ekonomi digital yang sangat kompleks pemerintah dapat 

mengejar marketplace dalam upaya pemetaan potensi perpajakan dengan mekanisme 

profiling perpajakan melalui NPWP (Saipulloh Fauzi1, 2020) (Febrian Eko Saputra, 2018). 

Pemerintah dapat memulai dengan melibatkan marketplace untuk menjaring pendataan 

NPWP melalui mewajibkan pemilik merchant untuk memiliki NPWP sebagai prasyarat 

untuk bisa terdaftar dalam marketplace tersebut dan melakukan pendataan ulang bagi 

pemilik merchant yang belum memiliki NPWP Kemudian, pendataan tersebut akan 

memudahkan otoritas perpajakan dalam memetakan potensi pemajakan yang selanjutnya 
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dapat dijadikan dasar perumusan peraturan berkaitan dengan aturan lanjutannya (Fauzi et 

al., 2020) (Anggarini, Nani, et al., 2021). Harus diperhatikan bahwa rekomendasi tersebut 

hanya bersifat sebagai pondasi awal formulasi kebijakan yang akan datang atas ekonomi 

digital. Namun demikian, selanjutnya kebijakan yang ada harus tetap siap menghadapi 

perubahan seiring dengan berkembangnya ekonomi digital secara signifikan. Peningkatan 

kerjasama internasional antar yurisdiksi, peningkatan transparansi dan pertukaran 

informasi antar negara, serta pengawasan berkelanjutan harus terus diberlakukan untuk 

dapat mencapai rumusan kebijakan yang berkelanjutan sebagai respon akan ekonomi 

digital (Rosmalasari, 2017)  (Sari & Sukmasari, 2018). 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Perkembangan ekonomi digital sejatinya menjadi hal yang sangat menjanjikan terutama 

dalam peningkatan perekonomian negara, tingkat penetrasi pengguna internet yang 

semakin naik tiap harinya menggambarkan potensi yang sangat besar pada ekonomi 

digital, namun diwaktu yang bersamaan era ekonomi digital memiliki hambatan dan 

tantangan yang tidak kalah besar dan rumit. Mengevaluasi langkah Indonesia dalam 

ekonomi digital khususnya isu direct tax (Pajak Penghasilan) dan indirect tax (Pajak 

Pertambahan Nilai). Pemerintah harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan 

perspektif asas-asas pemungutan pajak dalam era ekonomi digital. Oleh karena itu, langkah 

yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain perluasan definisi BUT yang mengacu pada 

Significant Economic Present dan Virtual Permanent Establishment, penguatan regulasi 

perpajakan domestik, marking penerapan equalization levy seperti yang dilakukan India 

yang disesuaikan dengan ekosistem pemajakan Indonesia, pelibatan marketplace dalam 

menjaring pendataan NPWP, peningkatan sosialisasi di segala lapisan masyarakat  dan 

memfokuskan pada pembangunan riset untuk menggenjot inovasi merupakan langkah awal 

yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut. 
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